
BUPATI BERAU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI BERAU 

NOMOR 56 TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BERAU, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Berau Nomor 7 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka per lu 
d i a tu r susunan organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Berau; 

b. bahwa u n t u k maksud h u r u f a d i atas, per lu d i te tapkan da lam 
Peraturan B u p a t i Berau. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darura t Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I d i Ka l imantan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana te lah d iubah beberapakali t e rakhi r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 T a h u n 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau T a h u n 
2016 Nomor 7). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN BERAU. 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 
2. Pemerintah Daerah adalah B u p a t i sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang m e m i m p i n pelaksanaan u r u s a n 
pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom 
Kabupaten Berau. 

3. Bupa t i adalah B u p a t i Berau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau. 
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Berau. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Berau. 
7. UPTD adalah Un i t Pelaksana Teknis Dinas d i l ingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 
8. Satuan Organisasi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, 

Seksi, UPTD dan Kelompok Jaba tan Fungsional pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. 

9. Kepala Satuan Organisasi adalah kepala sa tuan organisasi pada 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras i Kabupaten Berau. 

BAB I I 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
DAN FUNGSI 

Pasal 2 

Dinas merupakan u n s u r pelaksana u r u s a n pemer intahan bidang 
transmigras i dan b idang tenaga kerja d i p imp in oleh Kepala Dinas 
yang be rkedudukan d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa t i 
me la lu i Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas, t e rd i r i d a r i : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahkan: 
1) Sub Bagian Penyusunan Program; 
2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset 
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c. B idang Penempatan dan Perluasan Kerja, membawahkan: 
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 
2) Seksi Perluasan Kerja; 
3) Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat Guna. 

d. B idang Pelatihan dan Produkt iv i tas, membawahkan: 
1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan 
2) Seksi Standarisasi d a n Sert iv ikasi ; 
3) Seksi Pengembangan Produkt iv i tas. 

e. Bidang Hubungan Indus t r i a l , membawahkan: 
1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus t r i a l ; 
2) Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial Ketenagakerjaan; 
3) Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja. 

f. B idang Bidang Transmigrasi , membawahkan: 
1) Seksi Pemukiman dan Penempatan; 
2) Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi ; 
3) Seksi Pembinaan Sosial Budaya. 

g. UPTD; 

h . Kelompok Jabatan Fungsional : 

(2) Nama-nama UPTD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f g 
d ia tur da lam peraturan Bupat i . 

(3) S t r u k t u r Organisasi Dinas sebagaimana t e r cantum da lam 
Lampi ran Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 4 

Dinas mempunya i tugas m e m b a n t u B u p a t i melaksanakan u r u s a n 
pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang d iber ikan kepada Daerah d i b idang tenaga kerja 
dan bidang transmigras i . 

Pasal 5 

Dinas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 4, menyelenggarakan fungsi: 

a. pe rumusan kebi jakan d i tenaga kerja dan bidang transmigras i ; 

b. pelaksanaan kebi jakan d i b idang tenaga kerja dan b idang 
transmigrasi ; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas d i b idang 
tenaga kerja dan bidang t ransmigras i ; 

d. pelaksanaan adminis t ras i d inas sesuai dengan l ingkup tugasnya; 
dan 

e. Pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh B u p a t i t e rka i t dengan 
tugas dan fungsinya. 
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BAB I I I 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 6 

Kepala Dinas mempunya i tugas pokok memban tu B u p a t i da lam 
penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan d i b idang tenaga kerja dan 
bidang t ransmigras i dengan memimp in , merencanakan, 
mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendal ikan, 
mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas 
serta mengadakan h u b u n g a n kerjasama dengan sa tuan kerja 
perangkat daerah la innya. 

Pasal 7 

Kepala Dinas da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 6 mempunya i r inc ian tugas: 

a. Merencanakan pembangunan d i b idang tenaga kerja dan b idang 
transmigras i yang sejalan dengan rencana dan strategi 
pembangunan Daerah. 

b. Menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan 
strategi pembangunan yang te lah d i susun u n t u k tercapainya 
t u j u a n . 

c. Mengoordinasikan se luruh kegiatan dan program pembangunan 
yang menjadi tanggung jawab Dinas; 

d. Me rumuskan kebi jakan teknis pembangunan d i b idang tenaga 
kerja dan b idang t ransmigras i dengan berpedoman pada 
pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar dan pedoman da lam melaksanakan 
pekerjaan; 

e. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan ba ik dan tepat 
w a k t u . 

f. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Dinas me la lu i in formasi dan sumber 
data yang ada u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan 
keterampi lan kerja. 

g. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta 
mengesabkan has i l kerja bawahan berdasarkan ke tentuan yang 
ber laku; 

h . Mengkaji , menel i t i dan mengevaluasi program kerja Dinas 
berdasarkan realisasi pelaksanaan program u n t u k mengetahui 
t ingka t keberhasi lan kegiatan dan da lam rangka merancang 
program lan ju tan serta penyusunan laporan kiner ja; 

i . Melaksanakan pembinaan terhadap Un i t Pelaksanan Teknis 
Dinas yang berada pada l ingkup Dinas; 

j . Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan 
organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat 
ter laksana sesuai dengan yang d iharapkan . 
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k. Member i saran dan pert imbangan kepada Bupa t i tentang langkah 
a tau tindakan yang per lu d iamb i l d i b idang tugasnya ba ik secara 
l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan per t imbangan Bupa t i da lam 
mengambi l kebi jakan lebih lan jut ; 

1. Menyampaikan laporan kepada B u p a t i berdasarkan has i l 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

m . Melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 8 

(1) Sekretariat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 Ayat (1) h u r u f b 
mempunya i tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan 
fungsi Dinas d i b idang pengelolaan kesekretar iatan yang me l ipu t i 
admin is t ras i penyusunan program, admin is t ras i u m u m , 
kepegawaian, perlengkapan dan admin is t ras i keuangan u n t u k 
m e n d u k u n g ke lancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan 
member ikan pelayanan admin is t ras i kepada satuan organisasi 
Dinas; 

(2) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i p imp in oleh 
seorang sekretaris; 

(3) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
sekretaris membawahkan : 
a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; 
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

(4) Sub Bagian sebagaimana d imaksud pada ayat (3), masing-masing 
d ip imp in oleh seorang Kepala Sub Bagian. 

Pasal 9 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
8 ayat (1), Sekretaris mempunya i r inc ian tugas: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat 
berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada Sub Bagian sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan 
tepat wak tu . ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada para Kepala Sub 
Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat d i laksanakan dengan 
ba ik dan benar sesuai pera turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sekretariat me la lu i in formasi dan 
sumber data yang ada u n t u k men ingka tkan pengetahuan dan 
keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan tugas l ingkup 
Sekretariat dengan berpedoman pada pera turan perundang-
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undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan sebagai dasar 
da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengoordinasikan pelayanan teknis admin is t ra t i f ba ik in t e rn 
Dinas m a u p u n u n i t kerja l a in sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku ; 

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan b imbingan 
admin is t ras i u m u m , kepegawaian, perencanaan dan keuangan d i 
l ingkungan Dinas guna ter t ib admin is t ras i ; 

h . Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 
pengelolaan surat -menyurat , perlengkapan r u m a h tangga, 
inventar is , humas dan protokol serta u r u s a n u m u m ; 

i . Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan 
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
dokumen pelayanan pub l i k Dinas agar penyusunan dokumen 
tersebut selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u sesuai dengan 
pera turan perundang-undangan yang ber laku; 

j . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

k . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan 
rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui t ingkat pencapaian 
program dan permasalahan yang d ihadapi , serta pemecahan 
masalah; 

1. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan has i l pelaksanaan 
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

m . Member i saran dan pert imbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / t i ndakan yang per lu d iambi l sesuai dengan bidang 
tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan 
pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih lan jut ; 

n . Melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 10 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat yang me l ipu t i 
pengelolaan adminis t ras i penyusunan program pembangunan 
b idang tenaga kerja dan b idang transmigras i , mengideti f ikasi 
permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor 
kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas Dinas. 

Pasal 11 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
10, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunya i r inc ian 
tugas: 
a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 
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b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u . ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program dapat d i laksanakan 
dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingkatkan 
pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Merumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian 
Penyusunan Program dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d igunakan sebagai 
dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan 
data usu l an program dar i masing-masing u n i t kerja sebagai bahan 
penyusunan program Dinas; 

g. Mempelajari dan menganalisa setiap usu l an program sebagai 
bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan 
masing-masing u n i t kerja; 

h . Mempelajari dan menganalisa t u j u a n - t u j u a n real ist is yang dapat 
dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebi jakan 
strategis j angka pendek, menengah dan panjang; 

i . Menyusun konsep te laahan tentang pr ior i tas program dan 
anggaran sesuai i su- i su sentral dan loka l sebagai bahan 
pengambi lan keputusan; 

j . Member i d u k u n g a n pe rumusan konsep program dan kegiatan 
serta rencana strategis Dinas agar penyusunan program kerja 
berjalan dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

k . Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan 
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
dokumen pelayanan pub l i k Dinas dengan membimb ing dan 
mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan yang ber laku; 

1. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi has i l r u m u s a n 
penyusunan program kepada masing-masing u n i t kerja u n t u k 
d i jad ikan sebagai rencana kerja; 

m . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

n . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 
Program berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui 
t ingka t pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , 
serta pemecahan masalah; 

o. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

p. Member i saran dan pert imbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / t i ndakan yang per lu d iambi l sesuai dengan bidang 
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tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan 
pert imbangan atasan dalam mengambi l kebi jakan leb ih lan jut ; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 12 

Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat yang me l ipu t i 
pengelolaan admin is t ras i u m u m , kepegawaian, r u m a h tangga dan 
ketatausahaan Dinas. 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
12, Kepala Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i r inc ian 
tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingkatkan 
pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian 
U m u m dan Kepegawaian dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan sebagai 
dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengatur dan mengawasi petugas kebers ihan dan keamanan agar 
selalu terc ipta suasana aman, bers ih dan ter t ib ; 

g. Mengatur kegiatan ketata laksanaan yang me l i pu t i surat -
menyurat , penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan 
pe tun juk teknis admin is t ras i perkantoran; 

h . Mengontrol proses adminis t ras i perjalan dinas pegawai d i 
l ingkungan Dinas guna menunjang ke lancaran pelaksanaan 
tugas; 

i . Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan 
rapat/pertemuan-pertemuan yang me l ipu t i admin is t ras i rapat, 
konsums i , ruang rapat, bahan-bahan/mater i rapat sehingga 
kegiatan bejalan sesuai dengan yang d iharapkan ; 

j . Mengatur pengelolaan adminst ras i kepegawaian yang me l ipu t i 
penyusunan Daftar U r u t Kepangkatan (DUK), kena ikan pangkat, 
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gaji berkala, penjenjangan/diklat , karpeg, taspen, kar i s/karsu , 
c u t i dan l a in sebagainya yang be rhubungan dengan kepegawaian; 

k. Memproses admin is t ras i u r u s a n kesejahteraan dan kesehatan 
pegawai m e n u r u t ke tentuan yang ber laku; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan k iner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sub Bagian U m u m dan 
Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingka t pencapaian program dan permasalahan yang 
d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Member i saran dan pert imbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / t i ndakan yang per lu d iambi l sesuai dengan bidang 
tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan 
pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih lan jut ; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 14 

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat yang me l ipu t i 
pengelolaan admin is t ras i dan penatausahaan keuangan dan aset 
Dinas. 

Pasal 15 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 
14, Kepala Sub Bagian Keuangan d a n Aset mempunya i r inc i an 
tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset 
berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku agar dapat menjadi pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat selesai 
dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian Keuangan dan Aset dapat d i laksanakan 
dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset 
me la lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingkatkan 
pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian 
Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada pera turan 
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perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan sebagai 
dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Menel i t i dan memveri f ikasi realisasi pener imaan dan pengeluaran 
dengan men cocokkannya pada tanda b u k t i pener imaan dan 
pengeluaran u n t u k menghindar i keke l i ruan da lam pengelolaan 
keuangan Dinas; 

g. Mengevaluasi realisasi pener imaan dan pengeluaran dengan 
membandingkan target/plafon u n t u k mengetahui penyerapan 
anggaran l ingkup Dinas; 

h . Mengendal ikan pembayaran belanja langsung, gaji dan 
pemotongan pajak-pajak da lam rangka ter t ib admin is t ras i 
keuangan Dinas; 

i . Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan 
pemegang kas agar t idak ter jadi kesalahan dalam pelaksanaan 
anggaran d i l ingkungan Dinas. 

j . Menyusun ins t rumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang 
ber laku. 

k. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan 
admin is t ras i barang sesuai dengan ke tentuan yang ber laku; 

1. Menyusun dan mempers iapkan rencana k e b u t u h a n barang dan 
perlengkapan la innya berdasarkan masukan dar i sa tuan 
organisasi d i l ingkungan Dinas u n t u k kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

m . Mengatur pengelolaan Alat Tul is Kantor (ATK) dan perlengkapan 
la innya terhadap satuan organisasi d i l ingkungan Dinas agar 
penggunaannya efektif dan efisien; 

n . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k peningkatan kiner ja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

o. Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan 
dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui 
t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , 
serta pemecahan masalah; 

p. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan 
has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. Memberi saran dan pert imbangan kepada atasan tentang langkah-
langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan b idang 
tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai bahan 
pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih lan jut ; 

r. Melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 16 

(1) B idang Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 3 Ayat (1) H u r u f c mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas d i b idang 
penempatan dan per luasan kerja yang me l ipu t i penempatan 
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tenaga kerja, per luasan kerja serta usaha mand i r i dan teknologi 
tepat guna. 

(2) Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i p imp in oleh seorang Kepala Bidang; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja membawahkan: 
a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; 
b. Seksi Perluasan Kerja; 
c. Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat Guna. 

(4) Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (3), masing-masing 
d i p imp in oleh seorang Kepala Seksi. 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 16 ayat (1), Kepala B idang Penempatan dan Perluasan Kerja 
mempunya i r inc i an tugas: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 
Penempatan dan Perluasan Kerja berdasarkan Renstra, data 
dan informasi yang ada serta pera turan yang ber laku sebagai 
pedoman da lam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 
dapat selesai dengan baik dan tepat w a k t u . ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada para bawahan 
agar pekerjaan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Bidang Penempatan dan Perluasan 
Kerja mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Mengoordinasikan pembinaan terhadap Antara Kerja Lokal 
(AKAL) Antara Kerja Antar Daerah ( AKAD ) dan An tar Kerja 
Antar Negara ( AKAN ); 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyu luhan 
terhadap para pencari kerja mela lu i in formasi pasar kerja 
(bursa kerja) yang berasal dar i pemer intah m a u p u n swasta; 

g. Mengendal ikan pemberian i j i n dan rekomendasi atas pelaksana 
kegiatan AKAD, Bursa Kerja Khusus (BKK), Bursa Kerja Suasta 
(BKS), Lembaga Pelayanan dan Penempatan Swasta (LPPS) dan 
I j in Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 

h . Mengoordinasikan pembinaan dan pera turan per luasan 
lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi lembaga kerja 
m a n d i r i d i pedesaan dan perkotaan; 

i . Mengarahkan pembinaan dan penempatan tenaga kerja 
pemuda dan wan i ta serta penyandang cacat dan us ia lan jut ; 

j . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
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peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

k. Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Bidang Penempatan 
dan Perluasan Kerja berdasarkan rencana dan realisasinya 
u n t u k mengetahui t ingkat pencapaian program dan 
permasalahan yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

1. Melaporkan kegiatan Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 
kepada Kepala Dinas berdasarkan has i l pelaksanaan tugas 
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 

m . Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d i amb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

n . Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 18 

Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang Penempatan dan 
Perluasan Kerja d i b idang penempatan tenaga kerja. 

Pasal 19 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 18, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunya i 
r inc ian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja 
berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dapat d i laksanakan 
dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Penempatan Tenaga Kerja dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengontrol penyusunan, penyebarluasan dan pelayanan 
informasi pasar kerja (Bursa Kerja) dan b imbingan j aba tan 
kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja; 
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g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian i j in pend i r ian 
lembaga bursa kerja, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 
Swasta (LPTKS); 

h . Menyelenggarakan pameran bursa kerja dan menerb i tkan 
rekomendasi kepada swasta da lam penyelenggaraan bursa 
kerja, job fair skala kabupaten; 

i . Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penempatan bagi 
pencari kerja pemuda dan wan i ta serta penyandang cacat dan 
lan ju t usia; 

j . Mengontrol pelaksanaan per l indungan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) d i luar negeri (pra dan p u r n a penempatan); 

k. Melaksanakan moni tor ing dan evaluasi penggunaan tenaga 
kerja asing yang bekerja d i Daerah; 

1. Mengontrol penerbi tan sura t perpanjangan I j in Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja d i Daerah; 

m . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

n . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Penempatan 
Tenaga Kerja berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

o. Melaporkan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

p. Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 20 

Seksi Perluasan Kerja mempunya i tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi B idang Penempatan dan Perluasan 
Kerja d i b idang per luasan kerja. 

Pasal 21 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 20, Kepala Seksi Perluasan Kerja mempunya i r inc i an tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Perluasan Kerja berdasarkan 
Renstra, data dan in formasi yang ada serta pera turan yang 
ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Perluasan Kerja dapat selesai dengan 
ba ik dan tepat w a k t u ; 
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c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Perluasan Kerja dapat d i laksanakan dengan 
ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Perluasan Kerja me la lu i 
in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingka tkan 
pengetahuan d a n keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Perluasan Kerja dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d igunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Membimbing penyusunan model terapan teknologi tepat guna 
dan padat karya; 

g. Membimbing penyusunan mater i pe lat ihan sistem kader 
kelompok dan pemandu swadya; 

h . Memantau dan mengevaluasi terapan teknologi tepat guna dan 
Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK); 

i . Mengontrol pelaksanaan promosi has i l terapan teknologi padat 
ka i ya dan PKSPK; 

j . Membina kader Teknologi Padat Karya (TPK) dan PKSPK; 

k. Membimbing pemandu swadaya dan desa produkt i f ; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Perluasan Kerja 
berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui 
t ingkat pencapaian program d a n permasalahan yang d ihadapi , 
serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Seksi Perluasan Kerja berdasarkan has i l 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d i amb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 22 

Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat Guna mempunya i tugas 
pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang 
Penempatan dan Perluasan Kerja d i b idang usaha mand i r i dan 
teknologi tepat guna. 
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Pasal 23 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 22, Kepala Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat Guna 
mempunya i r inc i an tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi 
Tepat Guna berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada 
serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat 
Guna dapat selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat Guna dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi 
Tepat Guna mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat Guna dengan berpedoman 
pada pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Membina dan menyusun pe tun juk pelaksanaan perencanaan 
pembentukan usaha mand i r i dan tenaga kerja sektor in formal ; 

g. Me lakukan pembinaan terhadap pemandu w i r a usaha dan 
tenaga kerja mand i r i ; 

h . Mengontrol penyebarluasan in formasi teknologi tepat guna 
u n t u k tenaga kerja mand i r i da lam rangka per luasan tenaga 
kerja; 

i . Membimbing pembentukan wadah pusat informasi dan 
mempromos ikan has i l tenaga kerja mand i r i ; 

j . Menjal in kerjasama da lam pembentukan dan penugasan usaha 
mand i r i dan sektor in formal tenaga kerja sukare la dengan p ihak 
ketiga; 

k. Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja 
mand i r i , tenaga kerja sukarela dan lembaga sukarela; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Mand i r i 
dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan rencana dan 
realisasinya u n t u k mengetahui t ingkat pencapaian program dan 
permasalahan yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Seksi Usaha Mand i r i dan Teknologi Tepat 
Guna berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
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o. Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 24 

(1) Bidang Pelatihan dan Produkt iv i tas sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 3 Ayat (1) h u r u f d mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas d i b idang 
pelat ihan dan produkt iv i tas yang me l ipu t i pe lat ihan dan 
pemagangan, standarisasi dan sert i f ikasi serta pengembangan 
produkt iv i tas ; 

(2) B idang Pelatihan dan Produkt iv i tas sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d i p imp in oleh seorang Kepala Bidang; 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Pelatihan dan Produkt iv i tas membawahkan : 
a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan; 
b. Seksi Standarisasi dan Sert iv ikasi ; 
c. Seksi Pengembangan Produktiv i tas. 

(4) Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (3), masing-masing 
d i p imp in oleh seorang Kepala Seksi. 

Pasal 25 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 24 ayat (1), Kepala B idang Pelatihan dan Produktiv i tas 
mempunya i r inc ian tugas: 
a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja B idang Pelatihan 

dan Produktiv i tas berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud k iner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Bidang Pelatihan dan Produkt iv i tas dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u . ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada para bawahan 
agar pekerjaan Bidang Pelatihan dan Produktiv i tas dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Bidang Pelatihan dan Produktiv i tas 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Melaksankan pembinaan terhadap lembaga pe lat ihan swasta 
dan lembaga kerja perusahaan; 
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f. Mengarahkan pengembangan program pelat ihan dan 
pemagangan d i lembaga pe lat ihan kerja ba ik m i l i k pemer intah 
m a u p u n swasta dan perusahaan da lam upaya men ingkatkan 
peran serta masyarakat da lam penyelenggaraan pelat ihan; 

g. Mengoordinasikan penetapan pelaksanaan pe lat ihan dan 
pengukuran produkt iv i tas tenaga kerja; 

h . Mengoordinasikan penetapan penyelenggaraan per i j inan, 
pendaftaran lembaga pe lat ihan serta pengesahan 
kontrak/per jan j ian magang da lam negeri; 

i . Mengendal ikan penerbitan standarisasi dan serti f ikasi lembaga 
pe lat ihan kerja; 

j . Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemi t raan dengan 
u n i t kerja/instansi/lembaga a tau p ihak ketiga d i b idang 
pe lat ihan dan produkt iv i tas ; 

k. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

1. Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Bidang Pelatihan dan 
Produktiv i tas berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

m . Melaporkan kegiatan Bidang Pelatihan dan Produkt iv i tas 
kepada Kepala Dinas berdasarkan has i l pelaksanaan tugas 
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 

n . Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / tindakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 26 

Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas d a n fungsi B idang Pelatihan dan 
Produktiv i tas d i b idang pe lat ihan dan pemagangan. 

Pasal 27 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 26, Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan mempunya i 
r inc ian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelatihan dan Pemagangan 
berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang baik pada 
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bawahan dan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pelatihan dan Pemagangan dapat d i laksanakan 
dengan baik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pelatihan dan Pemagangan 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pelatihan dan Pemagangan dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d i gunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Membimbing penyiapan bahan pembinaan program pelat ihan, 
pedoman per i j inan, tenaga pe lat ihan, fasi l i tasi, i n s t r u k t u r d i 
da lam m a u p u n d i luar Daerah; 

g. Mengontrol pemberian i j i n bagi i n s t r u k t u r dan peserta pe lat ihan 
u n t u k job/training ke perusahaan; 

h . Menyelenggarakan pe lat ihan seminar dan workshop j e jar ing 
informasi pe lat ihan; 

i . Membimbing pelaksanaan inventarisasi kelembagaan pe lat ihan 
pemagangan perusahaan dan kegiatan pemagangan yang 
mencakup: program, j en is keterampi lan, sert i f ikasi pe lat ihan; 

j . Memverif ikasi permohonan rekomendasi perusahaan yang akan 
meng i r im tenaga kerja pemagangan ke lua r daerah; 

k. Melaksanakan koordinas i pe lat ihan produkt iv i tas dan 
pemagangan dengan sub u n i t kerja dinas; 

I . Mengontrol pelaksanaan standarisasi dan serti f ikasi 
keterampi lan/kompetensi lembaga pe lat ihan kerja d i Daerah; 

m . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan k iner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

n . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pelatihan dan 
Pemagangan berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingka t pencapaian program dan permasalahan 
yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

o. Melaporkan kegiatan Seksi Pelatihan dan Pemagangan 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

p. Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per intah dan 
pe tun juk atasan. 
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Pasal 28 

Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas d a n fungsi B idang Pelatihan dan 
Produktiv i tas d i b idang standarisasi dan serti f ikasi. 

Pasal 29 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 28, Kepala Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi mempunya i 
r inc i an tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi 
berdasarkan Renstra, data d a n in formasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi dapat d i laksanakan 
dengan baik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi 
me la lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Standarisasi dan Serti f ikasi dengan berpedoman pada 
pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Membimbing pelaksanaan inventar isasi data standarisasi dan 
serti f ikasi mater i u j i keterampi lan/kompetensi nasional yang 
te lah d i terapkan; 

g. Membimbing penyiapan dan penyusunan r u m u s a n kebi jakan 
penetapan pelayanan stndar isas i dan sert i f ikasi lembaga 
pelat ihan kerja u n t u k peningkatan kua l i tas penyelenggraan 
pelat ihan; 

h . Mengontrol penyusunan, pengembangan dan sosialisai program 
standarisasi , sert i f ikasi, pengaturan penetapan u j i 
keterampi lan/kompetensi nasional ; 

i . Melaksanakan pembinaan d a n pengukuran produkt iv i tas 
pengembangan pelayanan standarisasi dan sert i f ikasi fasi l i tasi 
pe lat ihan dan pemagangan; 

j . Melaksanakan koordinas i pelayanan standarisasi dan sertf ikasi 
keterampi lan/kompetensi dengan sub u n i t kerja dinas; 

k. Mengontrol pelaksanaan standarisasi dan serti f ikasi 
keterampi lan/kompetensi lembaga pe lat ihan kerja d i Daerah; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 
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m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Standarisasi 
dan Serti f ikasi berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Seksi Standarisasi dan Serti f ikasi 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 30 

Seksi Pengembangan Produkt iv i tas mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang Pelatihan dan 
Produktiv i tas d i b idang pengembangan produkt iv i tas . 

Pasal 31 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 30, Kepala Seksi Pengembangan Produkt iv i tas mempunya i 
r inc ian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan Produkt iv i tas 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pengembangan Produkt iv i tas dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pengembangan Produkt iv i tas dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pengembangan Produktiv i tas 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pengembangan Produktiv i tas dengan berpedoman pada 
pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Membimbing pelaksanaan inventarisasi k e b u t u h a n sarana dan 
prasarana pe lat ihan produkt iv i tas tenaga kerja sesuai dengan 
kebu tuhan masyarakat; 

g. Mengontrol pelaksanaan pembinaan dan pengadaan fasil itas 
sarana dan prasarana pe lat ihan da lam menunjang peningkatan 
kerja pe lat ihan produkt iv i tas tenaga kerja; 
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h . Melaksanakan koordinasi dengan organisasi profesi dan 
asosiasi da lam rangka peningkatan produkt iv i tas tenaga kerja; 

i . Mengontrol pelaksanaan program peningkatan produkt iv i tas 
tenaga kerja me la lu i kegiatan te rpadu; 

j . Mengontrol pemberian penghargaan produkt iv i tas (Shidhakarya) 
terhadap Usaha Mand i r i Kecil dan Menengah (UMKM) d i 
Daerah; 

k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan model desa 
produkt i f ; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan 
Produkt iv i tas berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Seksi Pengembangan Produkt iv i tas 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 32 

(1) B idang Hubungan Indus t r i a l sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 3 ayat (1) h u r u f e mempunya i tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Dinas d i b idang h u b u n g a n indus t r i a l 
yang me l ipu t i penyelesaian persel is ihan h u b u n g a n indus t r i a l , 
pengupahan dan j a m i n a n sosial ketenagakerjaan serta seksi 
kelembagaan dan syarat kerja; 

(2) B idang Hubungan Indus t r i a l sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i p imp in oleh seorang Kepala Bidang; 

(3) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Hubungan Indus t r i a l membawahkan : 
a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus t r i a l ; 
b. Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial Ketenagakerjaan; 
c. Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja. 

(4) Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (3), masing-masing 
d i p imp in oleh seorang Kepala Seksi. 

Pasal 33 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 32 ayat (1), Kepala B idang Hubungan Indus t r i a l mempunya i 
r inc ian tugas: 
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a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 
Hubungan Indus t r i a l berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan b idang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Bidang Hubungan Indus t r i a l dapat selesai 
dengan baik dan tepat w a k t u . ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada para bawahan 
agar pekerjaan Bidang Hubungan Indus t r i a l dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d . Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Bidang Hubungan Indus t r i a l 
me la lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan 
Indus t r i a l yang me l ipu t i penyelesaian persel is ihan h u b u n g a n 
indus t r i a l , pengupahan j a m i n a n sosial ketenagakerjaan,serta 
kelembagaandan syarat kerja 

f. Mengarahkan pe rumusan bahan pe tun juk teknis pelaksanaan 
pembinaan h u b u n g a n indus t r i a l ; 

g. Melaksanakan pembinaan h u b u n g a n indus t r i a l , pengupahan 
dan j a m i n a n sosial ketenagakerjaan serta pelaksanaan 
persyaratan kerja dan organisasi peker ja/buruh dan organisasi 
pengusaha (Asosiasi Pengusaba Indonesia (APINDO) / Kamar 
Dagang dan I n d u s t r i Indonesia (KADIN)); 

h . Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi pera turan 
ketenagakerjaan sesuai dengan bidangnya; 

i . Melaksanakan pembinaan lembaga kerjasama b ipar t i t ; 

j . Mengoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan sidang-sidang 
lembaga kerjasama t r ipar t i t , dewan pengupahan; 

k. Melaklsanakan pembinaan persyaratan kerja yang me l ipu t i 
perjanj ian kerja, pera turan perusahaan dan perjanj ian kerja 
bersama; 

1. Mengarahkan pendis t r ibus ian kasus persel is ihan yang sudah 
memenuh i syarat u n t u k dimediasi ke mediator; 

m . Mengoordinasikan penyelesaian persel isihan h u b u n g a n 
indus t r i a l dan pemutusan h u b u n g a n kerja; 

n . Mengoordinasikan penanganan u n j u k rasa dan mogok kerja; 

o. Member ikan pe tun juk teknis penyelesaian u n j u k 
rasa/pemogokan bagi pegawai mediator; 

p. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

q. Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Bidang Hubungan 
Indus t r i a l berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 
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r. Melaporkan kegiatan Bidang Hubungan Indus t r i a l kepada 
Kepala Dinas berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai 
bahan in formasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

s. Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d i amb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

t . Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 34 

Seksi Penyelesaian Perselisihan H u b u n g a n Indus t r i a l mempunya i 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang 
Hubungan Indus t r i a l d i b idang penyelesaian persel isihan 
h u b u n g a n indus t r i a l ; 

Pasal 35 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 34, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Indus t r i a l mempunya i r inc i an tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Indus t r i a l berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Indus t r i a l dapat selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus t r i a l 
dapat d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pera turan 
yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Indus t r i a l me la lu i in formasi dan sumber data yang 
ada u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indus t r i a l dengan 
berpedoman pada pera turan perundang-undangan yang ber laku 
agar dapat d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan 
pekerjaan; 

f. Mengontrol pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan 
penyelesaian persel isihan h u b u n g a n indus t r i a l dan pemutusan 
h u b u n g a n kerja berdasarkan pera turan perundang-undangan 
yang ber laku; 

g. Membimbing pelaksanaan inventarisasi dan pendataan 
persel isihan hubungan indus t r i a l dan pemutusan h u b u n g a n 
kerja yang terjadi, yang te lah dan be lum diselesaikan oleh 
pegawai mediator; 



- 24 -

h . Menangani dan menyelesaikan kasus persel isihan h u b u n g a n 
indus t r i a l dan pemutusan h u b u n g a n kerja; 

i . Me lakukan pembinaan dan pend id ikan h u b u n g a n indus t r i a l 
me la lu i lembaga ketenagakerjaan yang te lah d ibentuk ; 

j . Mengontrol penyiapan bahan penyusunan teknis pembinaan 
h u b u n g a n indus t r i a l ; 

k. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

1. Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Indus t r i a l berdasarkan rencana dan 
realisasinya u n t u k mengetahui t ingka t pencapaian program dan 
permasalahan yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

m . Melaporkan kegiatan Seksi Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Indus t r i a l berdasarkan has i l pelaksanaan tugas 
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas; 

n . Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan l a in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 36 

Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial Ketenagakerjaan 
mempunya i tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
B idang Hubungan Indus t r i a l d i b idang pengupahan dan j a m i n a n 
sosial ketenagakerjaan. 

Pasal 37 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 36, Kepala Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial 
Ketenagakerjaan mempunya i r inc i an tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial 
Ketenagakerjaan berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang 
ada serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan b idang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial 
Ketenagakerjaan dapat selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial 
Ketenagakerjaan dapat d i laksanakan dengan ba ik dan benar 
sesuai pera turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
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berhubungan dengan tugas Seksi Pengupahan dan J a m i n a n 
Sosial Ketenagakerjaan mela lu i in formasi dan sumber data yang 
ada u n t u k men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pengupahan dan J a m i n a n Sosial Ketenagakerjaan dengan 
berpedoman pada pera turan perundang-undangan yang ber laku 
agar dapat d igunakan sebagai dasar da lam melaksanakan 
pekerjaan; 

f. Melaksanakan pembinaan pengupahan pada Perusahaan 
Swasta dan BUMN/BUMD; 

g. Menyusun pe tun juk teknis pen i l i t ian k e b u t u h a n h i d u p layak 
dan melaksanakan survey k e b u t u h a n h i d u p layak 

h . Membimbing penyiapan bahan, perencanaan dan pel laksanaan 
sidang komis i penel i t ian pengupahan da lam rangka penetapan 
upah m i n i m u m ; 

i . Mengontrol pelaksanaan j a m i n a n sosial tenaga kerja d i 
perusahaan; 

j . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

k . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pengupahan 
dan J a m i n a n Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan rencana dan 
realisasinya u n t u k mengetahui t ingka t pencapaian program dan 
permasalahan yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

1. Melaporkan kegiatan Seksi Pengupahan dan J a m i n a n Sosial 
Ketenagakerjaan berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai 
bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m . Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iambi l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

n . Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 38 

Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang Hubungan 
Indus t r i a l d i b idang kelembagaan d a n syarat kerja. 

Pasal 39 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 38, Kepala Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja mempunya i 
r inc ian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 
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b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d . Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Kelembagaan dan Syarat 
Kerja mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Kelembagaan dan Syarat Kerja dengan berpedoman pada 
pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d igunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Membimbing pelaksanaan inventarisasi organisasi 
peker ja/buruh dan organisasi pengusaha serta lembaga 
bipart i te ; 

g. Melaksanakan pembinaan dan mendorong terbentunya koperasi 
karyawan dan serikat pekerja/serikat b u r u h d i perusahaan; 

h . Mengontrol pelaksanaan inventar isasi perjanj ian kerja, 
pera turan perusahaan dan perjanj ian kerja bersama d i 
perusahaan; 

i . Melaksanakan penyu luhan pembentukan syarat kerja d i 
perusahaan; 

j . Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi terka i t 
da lam rangka pembinaan gerakan keluarga berencana bagi 
peker ja/buruh; 

k . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

1. Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Kelembagaan 
dan Syarat Kerja berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

m . Melaporkan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n . Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
b idang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per intah dan 
pe tun juk atasan. 
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Pasal 40 

(1) Bidang Transmigrasi sebagaimana d imaksud da lam Pasal 3 
Ayat (1) h u r u f f mempunya i tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Dinas d i b idang t ransmigras i yang 
me l ipu t i p e rmuk iman dan penempatan, pembinaan sosial 
ekonomi serta pembinaan sosial budaya. 

(2) Kepala Bidang Transmigrasi sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i p imp in oleh seorang Kepala Bidang; 

(3) Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1), Kepala Bidang Transmigrasi membawahkan : 
a. Seksi Pemukiman dan Penempatan; 
b. Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi ; 
c. Seksi Pembinaan Sosial Budaya. 

(4) Seksi sebagaimana d imaksud pada ayat (3), masing-masing 
d i p imp in oleh seorang Kepala Seksi. 

Pasal 41 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 40 (1), Kepala B idang Transmigrasi mempunya i r inc ian 
tugas: 

a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang 
Transmigrasi berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada 
serta pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam 
melaksanakan tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Bidang Transmigras i dapat selesai dengan 
ba ik dan tepat w a k t u . ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imb ingan kepada para bawahan 
agar pekerjaan Bidang Transmigras i dapat d i laksanakan dengan 
ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Bidang Transmigrasi me la lu i 
in formasi dan sumber data yang ada u n t u k men ingkatkan 
pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi 
yang me l ipu t i p e r m u k i m a n dan penempatan, pembinaan sosial 
ekonomi serta pembinaan sosial budaya; 

f. Mengarahkan proses penyiapan bahan dan prasarana serta 
bangunan dan sarana p e r m u k i m a n bagi calon t ransmigras i 

g. Mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan p ihak swasta 
da lam rangka peningkatan usaha ekonomi d i daerah 
transmigras i 

h . Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan b imbingan 
kepada warga t ransmigras i ba ik da lam bidang usaha ekonomi 
m a u p u n sosial budaya; 

i . Membina perkembangan usaha warga t ransmigras i secara 
berkala ba ik me la lu i laporan seksi yang menangani m a u p u n 
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langsung ke lapangan u n t u k mengetahui permasalahan-
permasalahan yang d ihadapi 

j . Mengatur, mengawasi dan mengendal ikan kegiatan pendaftaran 
dan seleksi u r u s a n penempatan dan perbekalan t ransmigras i 

k. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

L Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Bidang Transmigrasi 
berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k mengetahui 
t ingkat pencapaian program dan permasalahan yang d ihadapi , 
serta pemecahan masalah; 

m . Melaporkan kegiatan Bidang Transmigras i kepada Kepala Dinas 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n . Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l i san m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 

o. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 42 

Seksi Pe rmukiman dan Penempatan mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang Transmigras i d i 
b idang p e r m u k i m a n dan penempatan. 

Pasal 43 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 42, Kepala Seksi Pe rmuk iman dan Penempatan mempunya i 
r inc ian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pe rmukiman dan Penempatan 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pe rmuk iman dan Penempatan dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pe rmukiman dan Penempatan dapat 
d i laksanakan dengan ba ik dan benar sesuai pe ra turan yang 
ber laku; 

d . Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pe rmukiman dan Penempatan 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pe rmukiman dan Penempatan dengan berpedoman pada 
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pera turan perundang-undangan yang ber laku agar dapat 
d i gunakan sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengontrol penyiapan seleksi dan penun jukkan calon areal 
p e rmuk iman berdasarkan usu lan masyarakat setempat, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selanjutnya d ika j i 
T im Ident i f ikasi Calon Areal Permukiman sebagai dasar usu lan 
Bupa t i ke Gubernur Ka l imantan T imur ; 

g. Mengontrol penyiapan lahan dan prasarana, bangunan sarana 
pe rmuk iman dengan bekerjasama dengan instans i teknis yang 
terka i t dan investor berdasarkan pera turan perundang-
undangan yang ber laku; 

h . Mengontrol proses penyelesaian admin is t ras i sert i f ikasi t anah 
warga t ransmigras i m i n i m a l setelah 3 (tiga) t a h u n yang 
bersangkutan menempat i lokasi tersebut; 

i . Melaksanakan penyu luhan dan pembinaan kepada calon 
t ransmigran; 

j . Member ikan pembekalan t ransmigras i dan trans i to sesuai 
dengan potensi areal yang akan d i tempat i ; 

k. Mengontrol pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penempatan 
bekerjasama dengan pemer intah kecamatan; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pe rmukiman 
dan Penempatan berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Seksi Pe rmukiman dan Penempatan 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 44 

Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi B idang Transmigras i d i 
b idang pembinaan sosial ekonomi. 

Pasal 45 

Da lam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 44, Kepala Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi mempunya i 
r inc ian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi 
berdasarkan Renstra, data dan in formasi yang ada serta 
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pera turan } rang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan b idang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi dapat d i laksanakan 
dengan baik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku ; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pembinaan Sosial Ekonomi dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d igunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengontrol pelaksanaan pelayanan dan b imbingan peningkatan 
produks i , pengolahan has i l p roduks i masyarakat t ransmigras i ; 

g. Membimbing dan membina pembentukan dan pengembangan 
koperasi/KUD (Koperasi Un i t Desa) dan kelembagaan ekonomi 
desa da lam rangka menc ip takan ke arah usaha-usaha 
wiraswasta; 

h . Mengontrol pelaksanaan pembinaan pemasaran has i l p roduks i 
U n i t Pemukiman Transmigras i (UPT) dengan menggalakkan 
KUD 

i . Membimbing pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan 
pedoman pe tun juk pemberian b imb ingan peni la ian kelayakan 
usaha d i UPT dan pengendalian kemi t raan usahawan antar 
t ransmigras i dan m i t r a kerja; 

j . Member i pe tun juk dan b imb ingan usaha da lam pengembangan 
usaha ekonomi masyarakat t ransmigras i ; 

k . Membimbing pelaksanaan peningkatan peran serta swasta 
da lam usaha ekonomi d i daerah transmigras i ; 

1. Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

m . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan 
Sosial Ekonomi berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang dihadapi , serta pemecahan masalah; 

n . Melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan Sosial Ekonomi 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. Memberi saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t i ndakan yang per lu d iamb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan leb ih 
lan jut ; 
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p. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

Pasal 46 

Seksi Pembinaan Sosial Budaya mempunya i tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas d a n fungsi B idang Transmigrasi d i 
b idang pembinaan sosial budaya. 

Pasal 47 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 46, Kepala Seksi Pembinaan Sosial Budaya mempunya i 
r inc i an tugas: 

a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Sosial Budaya 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
pera turan yang ber laku sebagai pedoman da lam melaksanakan 
tugas; 

b. Mengatur dan mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar t e rwu jud kiner ja yang ba ik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pembinaan Sosial Budaya dapat 
selesai dengan ba ik dan tepat w a k t u ; 

c. Member ikan pe tun juk dan b imbingan kepada bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pembinaan Sosial Budaya dapat d i laksanakan 
dengan baik dan benar sesuai pe ra turan yang ber laku; 

d. Mempelajari pera turan perundang-undangan, kebi jakan teknis , 
pedoman dan pe tun juk serta bahan-bahan la innya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pembinaan Sosial Budaya 
mela lu i in formasi dan sumber data yang ada u n t u k 
men ingkatkan pengetahuan dan keterampi lan kerja; 

e. Me rumuskan kebi jakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Pembinaan Sosial Budaya dengan berpedoman pada pera turan 
perundang-undangan yang ber laku agar dapat d igunakan 
sebagai dasar da lam melaksanakan pekerjaan; 

f. Mengontrol pelaksanaan pend id ikan warga t ransmigras i ba ik 
pend id ikan formal m a u p u n in formal dengan me lakukan 
koordinasi dengan instans i terka i t ; 

g. Menyusun rencana pembentukan dan pembinaan kegiatan 
karang t a runa dan peningkatan peranan wan i ta da lam rangka 
peningkatan pengetahuan dan keterampi lan pemuda dan 
wani ta d i daerah transmigras i ; 

h . Mengontrol pelaksanaan pelayanan kesehatan yang me l ipu t i 
r u j u k a n pasien, perawatan pasien, keluarga berencana, 
inventarisasi fasilitas kesehatan/KB dan pendis t r ibus ian obat-
obatan serta kesehatan l ingkungan d i daerah transmigras i ; 

i . Mengontrol proses pengadaan dan d i s t r ibus i ban tuan catu 
pangan termasuk pengganti ca tu pangan non beras ke UPT 

j . Mengontrol pelaksanaan pelayanan dan pembinaan keh idupan 
beragama, kesenian dan budaya serta pengadaan perlengkapan; 

k. Memfasi l i tasi r u m a h pos da lam rangka pelayanan komun ikas i 
warga transmigras i ; 

1. Membimbing penyiapan pembentukan perangkat k a m p u n g 
serta penyiapan penyeraban UPT kepada pemer intah daerah; 
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m . Mengevaluasi dan meni la i kinerja/prestasi bawahan 
berdasarkan pelaksanaan tugas yang d iserahkan u n t u k 
peningkatan kiner ja dan sebagai bahan pembinaan 
kepegawaian; 

n . Mengevaluasi has i l pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan 
Sosial Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya u n t u k 
mengetahui t ingkat pencapaian program dan permasalahan 
yang d ihadapi , serta pemecahan masalah; 

o. Melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan Sosial Budaya 
berdasarkan has i l pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

p. Member i saran dan per t imbangan kepada atasan tentang 
langkah- langkah / t indakan yang per lu d i amb i l sesuai dengan 
bidang tugasnya ba ik secara l isan m a u p u n ter tu l i s sebagai 
bahan pert imbangan atasan da lam mengambi l kebi jakan lebih 
lan jut ; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan la in sesuai dengan per in tah dan 
pe tun juk atasan. 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 48 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahl ian 
dan kebu tuhan . 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 
(1) d i p imp in oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
d i t u n j u k . 

(3) J u m l a h tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada pada 
ayat (1) d i t en tukan berdasarkan k e b u t u h a n dan beban kerja. 

(4) Jenis dan j en jang j aba tan fungsional d imaksud pada ayat (1) 
d ia tur sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang 
ber laku. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunya i tugas sesuai 
dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku . 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 49 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bagian, Kepala Un i t Pelaksana Teknis dan Kelompok Jaba tan 
Fungsional , wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi, 
s inkronisasi dan s impl ikas i ba ik da lam l ingkungan masing-
masing m a u p u n antar sa tuan organisasi d i l ingkungan Dinas 
serta instans i la in d i luar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya 
masing-masing. 
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(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi waj ib mengawasi bawahan 
masing-masing dan b i la ter jadi penyimpangan agar mengambi l 
langkah- langkah yang d ipe r lukan sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan. 

(3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab 
memimp in , mengoordinasikan bawahannya masing-masing 
dan member ikan b imbingan ser tapetunjuk bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(4) Setiap Kepala Satuan Organisasi waj ib meng ikut i dan 
mematuh i pe tun juk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing - mas ing serta menyampaikan laporan berkala tepat 
w a k t u . 

Pasal 50 

Da lam ha l Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris secara 
s t r u k t u r a l a tau pejabat s t r u k t u r a l la innya sesuai dengan daftar 
u n i t kepangkatan dapat melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 51 

(1) Kepala Dinas adalah j aba tan eselon I I b a tau j aba tan tinggi 
pratama. 

(2) Sekretaris adalah j aba tan eselon I I I a a tau j aba tan 
administrator . 

(3) Kepala B idang adalah j aba tan eselon I I I b a tau j aba tan 
administrator . 

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Dan Kepala UPTD kelas A 
adalah j aba tan eselon IV a a tau j aba tan pengawas. 

(5) Kepala Sub Bagian pada UPTD kelas A dan kepala UPTD kelas 
B adalah j aba tan eselon IV b a tau j aba tan pengawas. 

Pasal 52 

(1) Kepala Dinas d iangkat dan d iberhent ikan oleh Bupa t i dar i 
Pegawai Negeri Sipi l yang memenuh i syarat atas u s u l 
Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang - undangan 
yang ber laku. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi 
Dan Kepala UPTD diangkat dan d iberhent ikan oleh B u p a t i 
da r i Pegawai Negeri S ip i l yang memenuh i syarat atas u s u l 
Kepala Dinas mela lu i Sekretaris Daerah sesuai pe ra turan 
perundang - undangan yang ber laku. 
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BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 53 

Segala biaya y a n g t i m b u l ak ibat d i te tapkannya Peraturan 
B u p a t i i n i d ibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab Kabupaten Berau. 

BAB VII I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54 

Apabi la da lam pelaksanaannya terjadi perubahan pera turan 
perundang - undangan yang berka i tan dengan kelembagaan 
perangkat daerah, maka akan d isesuaikan berdasarkan 
pera turan perundang - undangan yang ber laku. 

Pasal 55 

Dengan ber lakunya Peraturan Bupa t i i n i , maka Peraturan 
B u p a t i Berau Nomor 16 T a h u n 2008 tentang Rincian Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten 
Berau Tahun 2008 Nomor 81) d i cabut dan d inyatakan t idak 
ber laku. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya 
da lam Beri ta Daerah Kabupaten Berau. 

Di te tapkan d i Tary'ung Redeb 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU 
NOMOR : 56 TAHUN 2016 
TANGGAL : 21 DESEMSEK 2016 
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA DINAS TENAGA 
KERJA DAN TRANSMIGRASI 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BERAU 

K E P A L A DINAS 

K E L O M P O K 
J A B A T A N F U N G S I O N A L 

B I D A N G 
P E N E M P A T A N DAN 

P E R L U A S A N K E R J A 

rr 
S E K S I 

P E N E M P A T A N T E N A G A 
K E R J A 

S E K S I 
P E R L U A S A N K E R J A 

S E K S I 
U S A H A MANDIRI DAN 

T E K N O L O G I T E P A T GUNA 

S E K R E T A R I A T 

S U B BAGIAN 
PENYUSUNAN P R O G R A M 

S U B B A G I A N 
UMUM DAM K E P E G A W A I A N 

S U B B A G I A N 
K E U A N G A N DAN A S E T 

B I D A N G 
P E L A T I H A N DAN 
P R O D U K T I V I T A S 

" C 

B I D A N G 
HUBUNGAN I N D U S T R I A L 

S E K S I 
P E L A T I H A N DAM 

PEMAGANGAN 

S E K S I 
S T A N D A R I S A S I DAN 

S E R T I F I K A S I 

S E K S I 
P E N G E M B A N G A N 
P R O D U K T I V I T A S 

B I D A N G 
T R A N S M I G R A S I 

S E K S I 
P E N Y E L E S A I A N 

P E R S E L I S I H A N HUBUNGAN 
I N D U S T R I A L 

S E K S I 
P E R M U K I M A N DAN 

P E N E M P A T A N 

S E K S I 
P E N G U P A H A N DAN J A M I N A N 
S O S I A L K E T E N A G A K E R J A A N 

S E K S I 
P E M B I N A A N S O S I A L 

E K O N O M I 

S E K S I 
K E L E M B A G A A N DAN S Y A R A T 

K E R J A 

S E K S I 
P E M B I N A A N S O S I A L 

B U D A Y A 

U P T D 

Dite tapkan d i Tanjung Redeb 

D iundangkan d i Tanjung Redeb 
pada tanggal, 21 Desember 2016 


